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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI PASER,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965




10.

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 52);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor
52) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemberian TPP  berdasarkan beban  kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal
minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma
lima jam perbulan).

(2) TPP berdasarkan prestasi Kkerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan
kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja
yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi
dan diakui oleh pimpinan diatasnya, serta ASN
dengan jabatan Guru dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pemberian penghargaan kepada ASN
berprestasi.

(3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ sebagai
berikut:

a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah yang
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah
terpencil;

b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil
berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas
didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan
Georgafis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan
Geografis Terendah di Kabupaten yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan



(4)

()

(6)

(7)

(8)

c. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan
apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50
(satu koma lima puluh).

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan

kepada ASN yang melaksanakan tugas dan
tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko
kesehatan dan keamanan jiwa dan lainnya, serta

ASN bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah

dan unit kerja yang mengelola pajak dan retribusi

daerah.

Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dengan Kkriteria sebagai berikut:

a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan
penyakit menular;

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan
bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radioaktif;

c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan
kerja; atau

d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat
pemeriksa dan penegak hukum.

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan

kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada

Jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintahan.

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Besaran persentase alokasi TPP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),

ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 17
Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan
rekapitulasi tingkat kehadiran Pegawai ASN.
Rekapitulasi tingkat kehadiran Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui Aplikasi atau secara manual.
Rekapitulasi tingkat kehadiran dihitung
berdasarkan hari kerja yang berlangsung selama 5
(lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari
Jum’at dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
a. pada hari Senin sampai dengan hari Kamis
dimulai pada pukul 07.30 wita hingga pukul
17.00 wita; dan
b. pada hari Jum’at dimulai pada pukul 07.30 wita
hingga pukul 11.30 wita.
Untuk Hari kerja yang berlangsung selama 6 (enam)
hari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu
dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
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a. pada hari Senin sampai dengan hari Kamis
dimulai pada pukul 07.30 wita hingga pukul
15.00 wita;

b. pada hari Jum’at dimulai pada pukul 07.30 wita
hingga pukul 11.30 wita; dan

c. pada hari Sabtu dimulai pukul 07.30 wita hingga

~ pukul 13.00 wita.

(5) Hari kerja dan jam kerja bagi Perangkat Daerah
yang sifat pekerjaannya melayani masyarakat atau
pelayanan dengan jam kerja 24 (dua puluh empat)
jam, diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat
Daerah  dengan  sistem  penjadwalan  dan
menyesuaikan dengan ketentuan jumlah jam kerja.

(6) Jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Agustus 2025
BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 21
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